PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK BARAT SEBAGAI ASET BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM by Bening, Wahyu
i 
 
PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK BARAT SEBAGAI ASET BARANG 
MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PERSPEKTIF 
KEPASTIAN HUKUM 
 
SKRIPSI 
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
 
Disusun oleh : 
WAHYU BENING 
NIM: 201510110311137 
 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS HUKUM 
2019 
ii 
 
PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK BARAT SEBAGAI ASET BARANG 
MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PERSPEKTIF 
KEPASTIAN HUKUM 
 
SKRIPSI 
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
Disusun oleh : 
WAHYU BENING 
NIM: 201510110311137 
 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS HUKUM 
2019 

iv 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
  
vi 
 
MOTTO HIDUP 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga 
( H.R Muslim) 
Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh 
keikhlasan dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 
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